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(urusan) yang lain (Q.S Al insyiroh 6-7) 
 

 Yakin adalah kunci jawaban dari segala permasalahan. Dengan bermodal 
yakin merupakan obat mujarab penumbuh semangat hidup 
 

 Kesuksesan bukan di lihat dari hasilnya, tapi dilihat dari 
prosesnya.jadilah diri sendiri dan jangan menjadi orang lain,walaupun 
dia terlihat lebih baik dari kita. 
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ABSTRAK 

 

Anjani Sutika Sari / 222016024 / 2020 / Analisis Pengawasan dan Efektivitas 

Pertanggungjawaban  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera 

Selatan 

 

      Tujuan untuk mengetahui Pengawasan dan Efektivitas Pertanggungjawaban APBD 

provinsi Sumatera Selatan .Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Deskriptif. Tempat 

penelitian dilakukan pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan  

Provinsi Sumatera Selatan. Data yang digunakan yaitu data sekunder. Teknik pengumpulan 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Dokumen. Metode analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Teknik 

analisis yang digunakan dengan teknik  analisis kualitatif dan teknik analisis kuantitatif. Hasil 

penelitian menunjukan bahwa  Ketepatan waktu penetapan Peraturan Daerah telah dilakukan 

dengan tepat, opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memperoleh Wajar Tanpa 

Pengecualian.  namun fungsi pengawasan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD) masih belum baik karena terealisasinya anggaran belum sesuai dengan anggaran 

yang telah direncanakan, Sehingga hal ini perlu adanya koreksi mengenai anggaran dan 

perencanaan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan dapat 

dikatakan tidak efektif yang dilihat dari rasio efektivitas pada tahun 2016 sebesar 94%, tahun 

2017 sebesar 92%, pada tahun 2018 sebesar 99% dan pada tahun 2019 sebesar 94%. 

 

 

Kata kunci : Pengawasan, Efektivitas Pertanggungjawaban, Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah 

       Otonomi daerah bukanlah merupakan suatu kebijakan yang baru 

dalam penyelenggaraan pemerintah di indonesia karena sejak berdirinya 

Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah dikenal adanya otonomi 

daerah yang dipayungi oleh pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. 

Sedangkan inti dari pelaksanaan otonomi daerah adalah terdapatnya 

keleluasaan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan 

sendiri atas dasar prakarsa, kreativitas, dan peran serta masyarakat dalam 

rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya. 

       Perubahan penyelenggaraan pemerintah daerah juga ditandai dengan 

diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang 

pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah, 

yang telah membawa perubahan yang fundamental dalam sistem 

pemerintahan daerah, yaitu dari sistem pemerintahan yang sentralistik 

kepada desentralisasi.  

       Sistem pemerintahan desentralisasi ini merupakan penyelenggaraan 

pemerintahan yang diserahkan kepada daerah Kabupaten/Kota memiliki 

keleluasaan untuk mengelola rumah tangga daerahnya dengan prinsip 

otonomi daerah, termasuk pelaksanaan pengelolaan keuangannya yang
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diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang 

selanjutnya disingkat APBD. 

       Pengelolaan Keuangan Daerah, pada tahap perencanaan pemerintah  

daerah dan DPRD  duduk bersama-sama sebagai mitra untuk merumuskan 

suatu kebijakan mengenai rencana anggaran pendapatan dan belanja 

daerah. Setelah rencana anggaran tersebut disahkan menjadi APBD, 

pemerintah daerah yang akan melaksanakan pengelolaan dari APBD 

tersebut. Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang baik 

diperlukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan keuangan daerah 

yang dilakukan oleh lembaga legislatif (DPRD). DPRD sebagai lembaga 

legislatif mempunyai tiga fungsi yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, 

dan fungsi pengawasan. 

       Fungsi pengawasan merupakan fungsi manajeman yang penting yaitu 

untuk menunjang kelancaran pelaksanaan program pembangunan nasional, 

sehingga diharapkan dengan pelaksanaan pengawasan yang efektif akan 

terwujud tujuan yang dikehendaki. Peranan pengawasan di dalam 

pelaksanaan pembangunan adalah untuk mendeteksi secara dini terhadap 

berbagai penyimpangan yang mungkin terjadi. Berawal dari ungkapan 

tersebut diatas maka fungsi pengawasan patut mendapatkan perhatian 

demi terselenggaranya pemerintahan yang baik dan bersih. 

       Sejalan dengan otonomi daerah, pengawasan terhadap pelaksanaan 

keuangan daerah mengandung arti penting, karena segala sesuatu yang 

terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan tentu akan berkenaan 



 

 

3 

dengan anggaran. Pelaksanaan keuangan daerah yang di maksud adalah 

penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (DPRD)  dibiayai dari dan atas beban APBD.  

       Pengawasan merupakan suatu usaha penertiban untuk menjamin 

terlaksananya segala ketentuan Undang-Undang, Peraturan, Keputusan, 

Kebijaksanaan dan  ketentuan  lain yang  ditetapkan oleh pemerintah pusat 

maupun oleh pemerintah daerah itu sendiri. Tujuan pengawasan yang 

dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap 

optimalisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD), untuk menemukan sebab dan mengatasi kesalahan atau 

permasalahan dan kemudian mengambil langkah bijak untuk segera 

menuntaskan segala persoalan yang sekiranya merupakan faktor 

penghambat pembangunan di daerah.  

       Anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam 

bentuk angka dan dinyatakan dalam satuan unit moneter. Sedangkan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen 

bagi kebijakan pemerintah daerah yang mempunyai posisi sentral dalam 

upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah. 

Anggaran pemerintah terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana 

untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter yang 

menggunakan dana milik masyarakat. 

       Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu 

perencanaan dibidang keuangan daerah yang akan menentukan besarnya 
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jumlah pengeluaran (out-put) maupun penerimaan (in-put) daerah untuk 

membiayai keperluan-keperluan daerah dalam satu anggaran, seperti 

pembangunan, infrastruktur, penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan 

kegiatan-kegiatan lainya yang mendukung laju Pendapatan Asli Daerah 

(PAD). Namun yang akan menjadi persoalan apakah pengawasan dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tersebut sesuai dengan 

pelaksanaan otonomi daerah  sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah sehingga tercapainya 

optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang seimbang dengan 

pengeluaran daerah dalam hal dana digunakan dijalur yang tepat untuk 

keperluan- keperluan daerah, infrastruktur, pembangunan daerah, dan lain-

lainya. 

       Organisasi anggaran memegang peran penting dimana anggaran 

merupakan suatu rencana keuangan yang disusun secara sistematis dalam 

menunjang terlaksananya program kegiatan suatu organisasi. Sebagaimana 

tertera dalam Undang-Undang  Nomor 32 Tahun 2004 pasal 2 ayat (2) 

bahwa pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Juga Undang-

Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (5) bahwa daerah otonom 

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan masyarakat setempat 

berdasarkan aspirasi masyarakat. Sejak diberlakukanya kedua undang- 

undang tersebut, membawa konsekuensi bagi daerah dalam bentuk 
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pertanggungjawaban atas pengalokasian dana yang dimiliki dengan cara 

efektif dan efisien. 

       Efektifitas itu sendiri merupakan ukuran berhasil tidaknya suatu 

organisasi mencapai tujuannya. Hal terpenting yang perlu dicatat adalah 

bahwa efektifitas tidak menyatakan tentang seberapa besar biaya yang di 

keluarkan untuk mecapai tujuan tersebut. Biaya belanja boleh melebihi apa 

yang telah dianggarkanya tetapi efektifitas hanya melihat apakah suatu 

program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Pentingnya efektivitas pengelolaan anggaran mulai dari penyusunan 

anggaran, pelaksanaan anggaran sampai dengan pelaporan/ 

pertanggungjawaban anggaran karena dampaknya terhadap akuntabilitas 

pemerintah, sehubungan dengan fungsi pemerintah dalam memberikan 

pelayanan kepada masyarakat. Bentuk reformasi anggaran dalam upaya 

memperbaiki proses penganggaran adalah penerapan anggaran berbasis 

kinerja. Efektivitas di artikan sebagai pengukuran keberhasilan pencapaian 

tujuan- tujuan yang telah di tentukan. Jika sebuah tugas dapat selesai 

dengan pemilihan cara-cara yang sudah di tentukan maka cara tersebut 

adalah benar atau efektif.  

       Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan 

Negara, dan  Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2006 Tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dalam rangka 

pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (APBN) dan  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), 
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Pemerintah sebagai entitas pelaporan wajib menyusun dan menyajikan 

Laporan Keuangan dan Laporan kinerja. Dalam peran kepemimpinan, 

pertanggungjawaban dapat diartikan sebagai pengakuan dan pengambil 

ahlian tanggungjawab atas tindakan, hasil, keputusan, dan kebijakan yang 

mencakup administrasi, implementasi, dan penguasaan dalam ruang 

lingkup peran atau posisi ketenagakerjaan, serta mencakup kewajiban 

untuk melaporkan, menjelaskan, dan mempertanggungjawabkan 

konsekuensi apa yang telah dihasilkan. 

       Pemerintah memiliki berbagai anggaran diantaranya adalah anggaran 

pendapatan dan anggaran belanja. Anggaran pendapatan adalah suatu 

perkiraan mengenai batas penerimaan tertinggi keuangan pemerintah 

sebagai sumber pendapatan yang akan digunakan untuk membiayai 

belanja negara. Sedangkan anggaran belanja adalah suatu perkiraan 

mengenai batas pengeluaran tertinggi keuangan pemerintah bagi 

pembiayaan pelaksanaan kegiatan instansi pemerintah untuk satu tahun 

Belanja daerah berdasarkan jenisnya terdiri dari belanja operasi, belanja 

modal, dan belanja tak terduga .  

       Berikut informasi mengenai Anggaran pendapatan dan Belanja 

Daerah sebagai berikut : 
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Tabel I.1 

Anggaran dan Realisasi pendapatan Daerah provinsi Sumatera 

Selatan 

 

Tahun Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Rasio 

2016 6.999.258.016.791,91 6.582.780.929.676,33 94% 

2017 8.911.476.779.409,71 8.195.968.131.799,96 92% 

2018 9.196.477.924.456,14 9.141.371.395.099,97 99% 

2019 9.783.467.604.746,55 9.215.916.111.901,73 94% 

          Sumber : www.bpk.go.id 

       Berdasarkan tabel I.1 disimpulkan bahwa realisasi anggaran 

pendapatan daerah selama tahun anggaran 2016-2019 mengalami 

fluktuasi. Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2016 sebesar 94%, tahun 

2017 realisasi anggaran mengalami penurunan dari tahun sebelumnya 

sebesar 92%. Pada tahun anggaran 2018 realisasi anggaran mengalami 

peningkatan  sebesar 99% dan pada tahun anggaran 2019 mengalami 

penurunan kembali sebesar 94%. Pendapatan Daerah mengalami 

penurunan atau kenaikan tergantung seberapa besar sumber-sumber 

keuangan daerah mampu menghasilkan pendapatan bagi daerahnya. 

 

Tabel I.2 

Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan 

 

Tahun Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Rasio 

2016 4.496.474.573.009,91 4.094.471.321.477,03 91% 

2017 6.439.523.470.869,00 5.788.552.526.667,59 90% 

2018 7.426.770.057.057,95 6.763.760.533.371,09 91% 

2019 7.074.829.339.229,22 6.418.398.930.897,59 91% 

          Sumber : www.bpk.go.id 

       Berdasarkan tabel I.2 disimpulkan bahwa realisasi belanja daerah 

terus berfluktuasi dari tahun ke tahun, kadang mengalami peningkatan dan 

mengalami penurunan. Naik turunnya Anggaran Belanja daerah ini  karena 
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realisasi anggaran yang dicapai tidak sesuai dengan target yang di 

tetapkan, penyebabnya pada fungsi pengawasan yang tidak berjalan 

sebagaimana semestinya dengan teori. 

       Fenomena masalah yang terjadi saat ini adalah realisasi anggaran 

pendapatan dan belanja daerah mengalami naik turun atau fluktuatif. 

Realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah memiliki perbedaan 

yang jauh dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah. pengelolaan 

keuangan belum optimal karena penerimaan anggaran cenderung 

meningkat sesuai dengan sumber keuangan daerah dalam menghasilkan 

pendapatan,pemahaman tentang undang-undang dan peraturan yang masih 

lemah. Aktivitas yang dilaksanakan tidak sesuai dengan yang diharapkan 

adanya pemborosan keuangan, dan tingginya harga pada penyusunan 

keuangan sehingga mengakibatkan kelalaian dalam pertanggungjawaban 

penganggaran program. 

       Penelitian ini didasarkan pada penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh Siti Basariyah (2017). Hasil penelitian tingkat dan kriteria efektivitas 

untuk pelaksanaan anggaran pada badan pemberdayaan masyarakat dan 

pemerintah desa daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2011-2015 rata-

rata secara keseluruhan terlaksana dengan efektif. Rasio efesiensi yang 

dihasilkan selama lima tahun menunjukan hasil yang bervariasi. 

       Menurut Penelitian yang dilakukan oleh Andi Aminah (2019) hasil 

dari penelitian ini adalah pelaksanaan pengawasan DPRD terhadap APBD 

Kabupaten Pangkep seperti pengawasan terhadap penyusunan APBD, 
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pengawasan terhadap pelaksanaan APBD, pengawasan terhadap 

perubahan APBD dan pengawasan terhadap pertanggungjawaban APBD 

sudah baik, namun perlu ditingkatkan lagi. 

       Berdasarkan permasalahan dan latar belakang tersebut, maka peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul  Analisis Pengawasan 

dan Efektivitas Pertanggungjawaban APBD Provinsi  Sumatera 

Selatan. 

 

B. Rumusan Masalah 

       Berdasarkan pada uraian latar belakang, maka permasalahan yang 

dapat di kemukakan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah 

pengawasan dan efektivitas pertanggungjawaban APBD Provinsi 

Sumatera Selatan ? 

 

C. Tujuan Penelitian  

       Berdasarkan dari rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai 

penelitian adalah untuk mengetahui Pengawasan Dan Efektivitas 

pertanggungjawaban APBD Provinsi Sumatera Selatan. 

 

D. Manfaat penelitian 

       Berdasarkan dari tujuan diatas, maka penelitian ini di harapkan 

memberikan manfaat bagi semua pihak di antaranya : 

 



 

 

10 

1. Bagi penulis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna terutama bagi penulis 

untuk menambah ilmu pengetahuan dalam bidang akuntasi sektor 

publik yaitu mengenai tentang pentingnya mengetahui pengawasan 

dan efektifitas pertanggungjawaban APBD. 

2. Bagi pemerintah Provinsi Sumatera Selatan  

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan dan masukan bagi 

pengembangan pemerintah kabupaten/kota agar dapat melakukan 

pengawasan dengan baik terhadap APBD agar dapat lebih efektif 

dalam pertanggungjawabannya. 

3. Bagi almamater  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan, 

menambah ilmu pengetahuan, serta dapat menjadi acuan atau kajian 

bagi penulisan dimasa yang akan datang. 
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